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NOMOR @ TOHUN 19935

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN TANAH, JALAN, HALAMAN YANG
DIKUASAT PEMERINTAH KOTAMADYA DNERAH

TINGKAT II MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WAL FKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT I MOJOKERTD

bahwa dalam rangka usaha meningkatkan tertib admi-
nistrasi dan mempermudah pengelslaan serta pelayanan
tepada masyarakat atas  pemakalan  tanah, jalan,
halaman yang dikuasail Pe-merintah Kotamadya Daerah
Tingkat {1 Mojokerto, maka dipandang perlu untuk
seqera diadakan pengaturan tentang hal tersebut

bahwa sehubungan dengan maksud huruf a konsideran
INi, pocriuv adanya ketentuan-ketentuan serta  peng-
aturan tota cara pemakaiannya dengan menuangkannya
dalam swatuy Peraturan Dacrah.

Undang—undang Nomor {7 tahun 1930 tentang FPoembentu-—
kan Dferah ¥ota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur / Jawa Tengah /7 Jawa Barat ;

Undang—undang Nomor 12 tahun 1257 tentang Peraturan
Umum Retribusi Daerahb ;

Undang—undang Nomor 5 tahun 1974 tontann Pokok-pokok
Pemrintahan di Daerah

Undang-~undang Nomor S5 tahun 1260 tentang Peraturan
Dasar Pokok—pokok fgraria

Undang—undang Nomor 13 tahun 1980 tentang Jalan ;

Undang—undang Nomoar 24 tahun 1997 tentang Penataan
Ruang 3

Poraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 tentang
Perubaham Batas MWilayah Kotamadya Dacrabh Tingkat IIT
Mojokeorto

Peraturan Pemerinteh Nomor 26 tahun 19895 tentang
Jatan ;

Peraturan Menteri fgraria Nomor ? tahun 1265 tentang
Pelak<anaan Konverst Hak Penguasaan Atas Tanah
Negara dan koteontuan tentang Kebiljakcanaan Selanjut-
nya ;

FKeputusan Menteri Dalam Neger: Nomor 23 tahan 1986
tentang Ketentwan Umum Mengena: Penvidik Pegawai
Megeri: Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah 3



11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor BA tahun 1993
tentang Bentuk Peraturan Daerah dan {eraturan
Caerah Perubahan

12. Peraturan Daerch Kotamadya Dasrah Tingkat 11 ifojo—
kerto Nomor | tahun 19920 tentang Penyidik Prgawal
Neger:  Sipil di  Lingkungan Pemerintah Kotamadya
Daerah Tingkat II Mojokerto.

Dengan  persetujuan  Dewan Perwakilan Rakyat Daerab Kotamadya Daerah
Tingkat I[I Mojiokerto,

MEMUTUS KAN

Menectapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYN DAERNMH TINGKAT 1@ MOJOKERTO
TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN TANAH, JALAN, HALAMAN  YANG
BIKUASHT  PEMERINTAH KOTAMADYN DAERNH TINGKAT II  MOJO-
KERTO.

BAd 1

KETEMTUAN UMUM
Pasal i

Balam Peraturan Daerah 11ini yang dimaksud
deagan @

a. Pemerintah Daerab adalah Pemerintah Kotamadya Daerah
Tingkat II Mojokerto ;

n. kKepala Daerah, adalah Walikeotamadya Kepala Dacrah
Tingkat 11 Mojokerto ;

c. Pemggang 1zin ialah orang atau badan vang mendapat
izin dari Kepala Daerah untuk memakaz tanah,
salan, halaman yang menjadi milik atau vang dikua-
sali Pemerintah Daerah ;

d. Pejabat vyang ditunjuk, adalah Pejabat yang diberi
wewenang oleh  Kepala DRaerah untuk mengurust tanah,
jalan, halaman yang dikuasai Pemerintah Kotamadya
Dacrah Tingkat Il Mojokerto ;

c. FTanah, jalan. hbhalaman, adalah tanah, jalan, halaman
vang dikuasai  Pemerintah Daerah yarg untuk pe—
makaiannya harus mendapat izim terlebih dabulu.

BAB 11

KEFENTUAN PERIZINAN
Pacal Z

{1y Sepanjang tidak dipergunakan Pemerintah Daerah,
pemakaian  tanabh, jalann, halaman dapat dilakukan
oleh Pihak yang memerlukan baik peraorangan maupun
badan 3

....
It

Pemakaian tanah, jalan, halaman. dimakoud pada ayat
i1} Pasal ini meliputi pemakaian doalam bentuk  mo-
naruh pada, didalam, diatan, melintas dan  mencmbug
hawah tanah.
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Pasal 3§

Selain vang disediakaen untuk kepentingan umum
siapapun dilarang memakal tanan, jalan, Malaman
tanpa izin teriebin dabulu dari kKepala Daerah
atau 3

Untuk mendapatkan Irzin dimaikoud pada avat (L) FPasal
ini, yanqg bersangkutan harus mengajiukan  permobonan
cecara tertulis kepada Keopala Dasrah

Tata cara pengajuan permohonan dimaksud pada ayat
{2) Pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pacal q
Permohonan izin scbagaimana dimakaoud dalam Pacal 3
ayat (2} Peraturan Daerah i1ni harus dilengkapa
dengan keterangan—-keterangan tentang :
a. Mama pemohon
b. Alamat atou tempat tinggal pemchon ;
c. Pockerjaan atau jabatan pemohon

d. Kctorangar mengenail tempat atau lokasi vyang
diminita i7in pemakaiannya ;

e. Tujuan pemakalan g
f. Tanggal mulal pemakaian j
g. Jangka waktu pemakaian.

Kepala Darrabh segera segera mengambil kKeputusan

untuk menqabulkan atou menolak cotelah menerima
surat permghonan 17in dimakcud pada avat (1) Pasal
int 3

Surat izin dikeluarkan terhadap permohonan yang
telah memenuhi percvaratan sesual dengan ketentuwan
vang berlaku 3

Masa berlakunya surat izin sesuai dengan yang dite-
tapkan datam gurat izin ;

fpabila dikehtendaki perpanjangan waktu i1izin maka
pemegang 1izin diwajibkan mengajukan permohonan
secara tortulis sebelum batas waktu 1zin pemakaian
berakhir.

Pasal 3

Pemegang izin berkewajiban wuntuk @

a. membayar rotribuni sesuel dengan ketentuwan  yang
berlaku ;

b, mematuhi dan  mentaati semua ketentuan yvang di-—-
tetapkan dalam surat izin.

Pemcgang i1z1in dllarang mengaiihkan 1z1n kepada
pLhak iain tanpa persetuiuan tortulia  terichih
dabulu dari Kepala Dacrah
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Palam hal pomegang r2in meninggal dunia, ahli waris
nya dapat melaniutkan 1zin dimaksud dengan mengaju-
kan permohonan bterlebih dahulu kopada Kepala Daerah
untuk mendapatrkan curat izin baru.

FPasal 5

Surat i1zin dapal dicabut apabila :

a. tanah, jalan, halaman vyang bersangkutan dibu-—
tuhkan untuk kepentingan Femerintah Dacrah ;

b. pemegang izin melanggar kctentuan yanag ditetap-
kan dalam =zurat izin ;

c. ternyata dikemudian diketahbul bahwa persyaratan
vang diajukan untuk mendapatkan izin tidax dapat
dipertanggung jawabkan.

Apabila swurat i1zin dicabut, pemegang 1zin harus
seqgera menyerahkan kembali tanaby, jalan, halaman
tersebut  dalam waktu yang ditentukan olen Kepala
Dacrah atas biaya pemegang t2in yang bersangkutan
tanpa tuntutan ganti rugi apapun  kepada Kepala
Daerah ;

Apabila ketentuan tercebut ayat (2} Pasal ini tidak
dipenuhi maka pengocongan akan  dilakukan aleh
kLepala Dacrah atas bilaya pemegang 1zin.

BAR IIl

FETENTUNAN RETRIBUST
FPasal 7

Atan poemberLan irin sebagaimana  dimaksud dalam
Pasal A1 avat (2} Peraturan Daerah ini, direnakan
retribusi :

Retribusi dimaksud pada avat (1} Pasal ini, besar —
nya ditetapkan sebagai berikut :

I. a. Buna pemasangan saluran telepon, saluran
listrik dan pipa saluran vang dilakukan
aleh atauw menjadi millk perorangan/swasia
v ang dipergunakan bukan untuk kepentingan
umum, ditctapkan sebagai berikut :

. untuk pemasangan saluran telepon diatas,
dibawah atau di pinggir jalan, setahun
atau sebagiannya tiap—tiap 10 {sepuluhbh}
meter atau sebagiannva, sehesar
Rp. 400,00 {empat ratus rupiahj ;

2. untuk prmasangan saluran licstrik diatas,
dibawah atau dipinggrr Jalan, setahun
atau scbagirannya tiep—tiap 10 (cepuluh)
moter atau scbhagiannya, cebesar
Rp. 100,00 (empat ratus rupiah) ;



II.

III.

v,

3. untuik pgemasangan pipa-pipa, sSaluran
diatas, dibawah atau dipingglir jalan,
setahun atau scbagiannvya  tiap-tiap 10
{wepuiun) meter atau scbagiannya, sebhe—
sar Rp. 100,00 (empat ratus rupilahi :

1. Setiap oilangan dari sSaluran sebecar
Rp. 150Q.000,00 {(ccratus lima pulubh ribu
rupiah} setabhun.

b. Duna pemasangan saluran telepon, raluran
listrik dan pipa saluran  yang dilakukan
aieh atau menjadi miliik Perusahaarn  Umum

{Pcrum}, Ferusahaan Jawatan {Perjan) dan
atau PERSERDO milik Pemerintah ditctapkan
sebayal berikut =

1. untuk pemasangan saluran telepon diatas,
dibawah atau d2 pilnggir jalan, setahun
atau sebagiannya tiap-tiap 10 (sepuluh)
me ter atau sebagirannya, sehbesar
Ap.500,00 {lima ratus rupiah)

2. unituk pemacangan saluran listrik diatas,
dibawah atau dipinggir Jalan, sctahun
stau sebagiannya tiap—tiap 10 (sepuluh)
mebter  ateauy  sebagiannya, sebesar fp.
330,00 {lima ratus rupiahl) ;

3. untuk pEmasandan nipa-plpa, naluran
diartas, dibawah atau dipinggair lalan,
sctabun atauv sebagiannya tiap-trap 1Q
(cepulubh) meter atauw sebaglannya, siobe—
sar Rp., 300,00 (lima ratus rupiahj.

1. aootiap ~ilangan dari saluran sebesar
Rp. 200.000,00 {(dua ratus ribu rupial)
cetahun.

Pemakaian tanah untuk pemacangan papan roklame
sebesar Rp. 1.000,00 (<eribu rupilah) porbul an
setiap meter persegl atau cebagianmnya s

Pemakaian tanah, jalan, halaman yang dipeorqu-—
nakan berjualan  tiap—-tiap metor persegi
Rp. 75,00 (tujuh ouluh lima rupiah} perhari ;

Pemakaian tanah vang dipergunakan untuk
mendirikan  bangunan  sebagai  tompat  tinggal
tiap-tiap meter persegi sebesar Rp. 25,00 {dua
puluh lima rupiah) perbulan ;

Pemakaian ifamah, jalan yana dip=2rgunakan untuk
penempaban material bangunan tiap-tiap meter
perseql oobesar Rp. 500,00 (limae ratus rupiah)
perhari .

Fazal 8

Korcuali ditetapkan oleh  Kepals Doaesrah, retribus:
tersebut  dalam Pasal 7 Poraoturan Daerah 1ni harus
dibayar luna< =sebelum i1zin diberikan g
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Pemungutan retribusi dilaksanakan oleh Pejabat vang
ditunjuk dibawah koordinasi Dinas Pendapatan Dae-
rah 3

Semua penerimaan dari hasil retribusi tersebut pada
ayat {1} Pasal ini. merupakan Pendapatan Asia
Daerabh dan harus disetorkan secara bruto ke Kas
Pemerintah Daersh melaluil Bendahara EKbusus Penerima
Dinas Pendapatan Daerah Kotamaoya Daerah Tingkat II
Mojiokerto.

gaB IV

KETEMTUAN PIDANA
Pasal 9

Barang siapa melanggar ketentuan—ketentuan tersebut
pada Pacsal 3 dan Pasai 9 avat Peraturan Daerah ini,
diancam dengan Pidana kurungsn selama—-lamanya &6
{enam) bulan atau denda se—-banvak-banyaknya Rp.
90.000,00 (lima pulub ribu rupiah} 3

Tindak pidana dimaksud pada avat (1} Pa=al ini
adalah pelanggaran.

BAB v

KETENTUAN PENYID1KAN
Pasal 10

Selain oleh Pejabat Penyidik Umum penyidikan atas
pelandggaran tindak pidana sebagaimana ditetapkan
dalam Pasal 9 Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh
Pejabat Penyidik Pegawai Neqer:i S5ipil di Lingkungan
Pemerintah Daerah vang pengangkatannya ditetapkan
berdasarkan Paratur an perundang—undangan yang
hberlaku ;

Dalam melaksanakan penyidikan, Penyidik sebagaimana
dimaksud pada avat (1) Pa=zal iIni, berwenang :@

a&. mMEnerima laparan atau pengaduan dari seseorang
tentang adanya tindak pidana j;

b. melakukan tindakan pertama pada saat 1ty  di-—
tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan s

c. manyuruh berhenti tersangka dan memeriksa tanda
pengenal diri tersangkaj;

d. melakukan penyitaan benda dan atau surat
e. mengambil sidik jari dan memolrei sesecorang

f. memanqqgil sesecrang untuk didengar dan diperiksa
sebagai tersangka atau saksi ;

g. mendatangksn orang ahli yang diperlukan dalam
hubungannya dengan pemerlksaan perkara



. mengadakan penghentian penyidikan setelah men-
dapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak
terdapat bukti—-bukti atau peristiwa tersebut
bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya
melaiui Penyidik Usmum memberitahukan hal  ter—
sebut  kepada Penuntu Umum, tersangka atau ke—
Iuarganya ;

1. mengadakan tindakan lain menurut  hukum yang
dipertangqung jawabkan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUR

FPasal 11
fl) Semua 1zin Y ang dikeluarkan sebelum berlakunya
Peraturan  Dasorah ini dinyatakan tetap berlaku

sampal masa heriaku izin tersebut habis

(2) Hal-hal vang belum diatur dalam Peraturan Daerah
iNni, sepanjarg mengenal pelaksanaannya akan diatur
lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ina dinyata—
karn tidak berlaku lagl ketentuan—ketentuan tentang
pemakalan tanah, jalan, halaman yang terdapat dalam
Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat 11 Mojokerto
Nomor 11 tahun 1982 tentang Retribusi Pemakaxan Tanah,
Jalan, Halaman, Lapangan, Banqunan dan Sebagainyva Yang
Menjadi Milik atau Yang Dikuasal Pemerintah Kotamadya
Daerah Tingkat II Moiokerto.

Pasal 13

Paraturan Raerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar tiap orang dapat mengetahuinya, memer antahkan
penqundangan Peraturan Daerabh 1ini dengan penempat-annya
dalam iembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Il
Maoiocker tao.

Mojokertn
3 Agustus 1995

Ditetapkan di
Pada tanggal

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WAL TKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TAHMADYA DAERAH TINGKAT 11 MOJOKERTO TINGK&T IT MOJOKERTO
Ketua,
Cap. ttd. Cap. ttd.
R. SOEHADRI TEGOEH SOEJONO, S.oiil



Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa
Timur tanqgal & Desember 1995 Nomor 372/FP Tahun 199%.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKNAT I
JAaWA TIMUR
Plh. Asisten Ketataprajaan

Cap. ttd.

PUTY SETIAWAN, S.H.
Pembina
NIP. 910 037 151

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadva Daerah Tingkat II
Mojokerto Tahun 1994 Seri B pada tanggal 8 Januari 19946 Nomor @ 4/83.

A.n. HALITROTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT I1
MOJOKFRTAO
Sekretaris kKotamadvya Daerah

Cap. tid.
bres, BOIM I N

Pembina Tingkat 1
MIP. O1G G435 24l



LI,

PENJELASAN
aTAas

PERATURAN DAERAH KOTAMADYH DAERAMH TINGKAT I MOJOKERTO
NOMOR 7 TAHUN 1995

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN TANAH, JALAON, HALAMAN YANG
DIKUASAI PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT 11 MOJOKERTO

PENJELASAN UMUM

fetentuan—~ketentuan retribusi pemakaian tanah, 1alan. ha—
laman vyang menjadi milik atau vang kuasai Pemerintah Kotamadva
Daerah Tingkat 1l Mojokerto sudah diatur, dalam Per— aturan Dacrah
Kotamadya Daerah Tingkat IT Moiokerto Nomor 11 tahun 1982 tanggal
20 Desember 1982 tentang Retribusi Pemakaian Tanah, Jalan, Hala-
man, Lapangan, Bangunan dan sebagainya Yang Menjadi Milik Atau
Yang Dikuasai Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat 11 Mojoker to.

Babwa dalam rangka uwsaha meningkatkan Pendapatan Aslii
Daerah Kotamadya Pasrah Tingkat I1 Mojokerto, quna menunjang
pelaksanaan Otcenomi Daerah dan dalam rangka meningkatkan tertib
admintictrasi serta memperamuvdah pelaksanaan pemungutan  retribusi
dimak=ud, khususnya yang bertalian dengan pencrimaean darli rebri-
busi pemakalan tanab, jyalan. halaman maka dipandang perlu untuk
mengatur tata care pewmakatan tanah, Jalan, halaman yang menjadi
milik atau vang dikuasai Pomerintab kKotamadya Dacrah Tingkat 11
Mojokcrto, vang diatur dalam suvatu Peraturan Dacrah dengan mene -
tapkan besar tarip retribusinya, vong disescuaikan deongan  perkem—
bangan keadaan dan kcbutuhan dewasa i1ni.

PENJELNSAN PNASHL DEMI _PASAL

Fasal 1 huruaf a : Eukup jelas.
huruf b : Cukup jelas.
huruf o : yvang dimaksud dengan hadan, <adalah

perkumpulan organicaci: vang didiribkan
dan dapat bertindsk sobagal cubyok

hukum.
nuruf d : Cukup jelas.
hurcf e : Cukup Jelas.
Pasal 2 : Cukup inlac.
Pacal 3 avat (13 : adalah dimaksudkan untuk mencrtibkan

wetiap pemakaian tanah, jalan, hala-
man  yang mcnjadi milik  atau  yang
dikuanar oleh Pemorintah Kotamadya
aerah Tingkat 11 Mojokoerto.

ayat (2} s Cukup jelac.
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Cukup jelas.

Cukup Jjclas.

ke Tertuan inli dimaksudkan untuk men-—
duapatkan Keputusan secepat mungking
baik peonolakan atau peneraimaan.

Cukup jelas.

Cukeuep 3elan.

Cukup jelan.



